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BAB IV 


PENUTUP 


1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan tentang permasalahan rahasia bank, yaitu: 

a. 	 Ruang lingkup rahasia bank hanya terbatas pada 

nasabah penyimpan dan simpanannya. Bagi pelanggar 

rahasia bank, secara tegas diancam dengan 

dijatuhkannya sanksi perdata, sanksi pidana dan 

sanksi administratif. 

b. 	 Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah 

terhadap pelanggaran rahasia bank, adalah dengan 

mengajukan gugatan atas dasar wanpres ta si, 

perbuatan melanggar hukum atau tindak kejahatan. 

2. Saran 

Setelah dapat menarik kesimpulan di atas, maka 

dari kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan 

saran-saran yang antara lain adalah sebagai berikut: 
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Dank, dan mengenai pemberian informasi tentang 

nasabah atau simpanannya yang bukan merupakan atas 

dasar paksaan dengan alasan demi pengusutan praktek 

KKN. Untuk pemeriksaan suatu perkara, baik perkara 

perdata maupun pidana, hendaknya pemerintah juga 

membuat peraturan yang mengatur boleh atau tidaknya 

informasi tentang nasabah atau simpanannya digunakan 

untuk pemeriksaan perkara yang lain. 

b. 	 Oleh karena sulitnya untuk membuktikan besar atau 

nilai kerugian yang diderita nasabah akibat 

pelanggaran rahasia bank, seyogyanya pemerintah 

membuat peraturan yang dapat menentukan besar atau 

nilai ganti rugi bagi nasabah tersebut, termasuk 

pengaturan mengenai kepada siapa akan diberikan, 

hasil dari dijatuhkannya pidana denda. 
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